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BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI 
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI 
NOM OR 1 0 0 .3 .3 .2 -  W  TAHUN 2 0 2 3

TENTANG

PROGRAM  UNGGULAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2 0 2 4

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

: a. bahw a dalam  ran g k a  m end u k u n g  p ercepa tan  pencapaian  target 
p em b an g u n an  daerah  yang te rtu an g  dalam  R encana Pem bangunan 
D aerah  (RPD) K abupaten  K epulauan M entawai T ahun  2023-2026, m aka 
te rd a p a t beb erap a  Program  U nggulan yang m enjadi prioritas dalam  
p e n y u su n a n  p e ren can aan  dan  penganggaran  se rta  pe lak san aan  
p em b an g u n an  T ahun  2024;

b. bah w a Program  U nggulan sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  a  perlu  
d ite tap k an  dan  d isu su n  dengan m em perha tikan  p erm asa lahan  
p em b an g u n an  daerah , p en an g an an  stun ting , p en an g an an  kem iskinan 
extrem e, p en an g an an  inflasi dan  percepa tan  p enggunaan  produk  dalam  
negeri se rta  isu -isu  stra teg is yang te rka it dengan  pem bangunan  di 
K abupaten  K epulauan  M entawai dalam  ran g k a  m em berikan  a rah an  dan  
p a n d u a n  k ep ad a  perangkat d aerah  agar lebih optim al dalam  m enen tu k an  
d an  m encapai tu ju a n  serta  bertanggungjaw ab dan  m engkoordinir 
p en cap a ian  ta rge t dari m asing-m asing  Program  Unggulan;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  a 
d an  h u ru f  b, perlu  m enetapkan  K epu tusan  B upati ten tan g  Penetapan  
Program  U nggulan K abupaten K epulauan  M entawai T ahun  2024;

: 1. U ndang-U ndang Nomor 49 T ahun  1999 ten tan g  P em ben tukan  K abupaten 
K epulauan  M entawai (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1999 
Nomor 177, T am bahan  Lem baran N egara R epublik Indonesia Nomor 
3898), sebaga im ana  te lah  d iubah  dengan U ndang-U ndang Nomor 9 T ahun  
2000 ten tan g  P eru b ah an  Atas U ndang-U ndang Nomor 49 T ahun  1999 
ten tan g  P em ben tukan  K abupaten  K epulauan  M entawai (Lem baran Negara 
R epublik  Indonesia  T ahun  2000 Nomor 76, T am bahan  Lem baran Negara 
R epublik  Indonesia  Nomor 3964);

2. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistem  P erencanaan  
P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  
2004 Nomor 104, T am bahan  Lem baran Negara R epublik Indonesia Nomor 
4421);

3. U ndang-U ndang  Nomor 17 T ahun  2007 ten tan g  R encana Pem bangunan  
J a n g k a  P anjang Nasional T ahun  2005-2025 (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ah u n  2007 Nomor 33, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4700);

4. U ndang-U ndang Nomor 26 T ahun  2007 ten tan g  P en a taan  R uang 
(Lem baran Negara R epublik Indonesia T ah u n  2007 Nomor 68, T am bahan  
Lem baran  Negara R epublik Indonesia Nomor 4725), sebagaim ana te lah  
d iu b ah  dengan  U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2023 ten tan g  P enetapan  
P e ra tu ran  Pem erin tah  Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 T ahun  2022 
T entang  C ipta Kerja M enjadi U ndang-U ndang (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ah u n  2023 Nomor 41, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6856);

\



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera 
Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 
2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 
Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Program Unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini.

KEDUA : Program unggulan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun 
secara sistematis yang terdiri dari rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah 
kebijakan tahun 2024, yang mendukung langsung terhadap pencapaian 
target indikator kinerja serta Perangkat Daerah yang melaksanakan serta



KETIGA : K eputusan  ini berlaku sejak d itetapkan dengan ke ten tu an  apabila 
d ikem udian  hari tem y a ta  te rdapat kekeliruan terhadap  su ra t kepu tusan  
ini, m aka  ak an  diadakan perbaikan sebagaim ana m estinya.

D itetapkan di T uapejat
pada  tanggal 13- Desem ber 2023

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Pembimas Kristen Tuapejat;
2. Ephorus GKPM Nemnem Leleu Sikakap;
3. Pastor Paroki Tuapejat;
4. Gereja-Gereja Se-Kabupaten Kepulauan
5. Pertinggal

1 KEPULAUAN MENTAWAI

NGGURAN SIMANJUNTAK

Mentawai



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI 
NOMOR 100.3.3.2- 39g  TAHUN 2023 
TENTANG
PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2 0 2 4

NO. NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN URAIAN SUB KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS 

DAERAH
ANGGARAN OPD PELAKSANA

1.
Program
Penyelenggaraan
Jalan

Penyelenggaran Jalan 
Kabupaten /  Kota

Pembangunan Jalan  Muara 
Saibi -  Subelen

Meningkatnya Panjang Jalan  
Kabupaten dengan kondisi baik 
dan sedang

2.557.381.000
Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang

2.

Program Pengelolaan 
dan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air 
Minum

Pengelolaan dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM) 
di Daerah Kabupaten/Kota

Perluasan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Jaringan 
Perpipaan

Meningkatnya jum lah rum ah 
tangga yang terlayani SPAM

3.123.808.000
Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang

3.
Program
Penyelenggaraan
Jalan

Penyelenggaraan Jalan  
Kabupaten / Kota

Pembangunan Jem batan Meningkatnya Panjang Ja lan  
Kabupaten dengan kondisi baik

6.084.210.000
Dinas Pekerjaan 

Umum dan 
Penataan Ruang

4.
Program Pengelolaan 
Sumber Daya Air 
(SDA)

Pengelolaan SDA dan 
Bangunan Pengaman Pantai 
pada Wilaj'ah Sungai (WS) 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten /  Kota

Pembangunan Unit Air Baku 
( Pembangunan Air Baku 

Muara S iberut)

Meningkatnya ketersediaan air 

baku
7.000.000.000

Dinas Pekerjaan 
Umum dan 

Penataaan Ruang

5.
Program
Pengembangan
Perumahan

Pembangunan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program 
Kabupaten /  Kota

Pembangunan Rumah bagi 
Korban Bencana

Meningkatnya Pembangunan 
dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau  Relokasi Program 
K abupaten/kota Terlaksananya 
pem bangunan dan rehabilitasi 
rum ah korban bencana

3.722.114.800
Dinas Perumahan 

dan Kawasan 
Permukiman



NO. NAMA PROGRAM URAIAN KEGLATAN URAIAN SUB KEGLATAN
SASARAN STRATEGIS 

DAERAH
ANGGARAN OPD PELAKSANA

6.

Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan Non 
Kebakaran

Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatan 
dan Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten /  Kota

Pencegahan Kebakaran dalam 
Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya pencegahan 
kebakaran hutan dan lahan

3.437.851.335

Satuan Polisi 
Pamong Praja dar 

Pemadam 
Kebakaran

7.
Program Pengelolaan 
Perikanan Tangkap

Pemberdayaan Nelayan Kecil 
dalam Daerah 
Kabupaten /  Kota

Pengembangan Kapasitas 
Nelayan Kecil

Jum lah Nelayan Kecil yang 
Meningkat Kapasitasnya

17.811.400.000 Dinas Perikanan

8.
Program Peningkatan 
Daya Tarik Destinasi 
Wisata

Pengelolaan Kawasan 
Strategis Pariwisata 
Kabupaten / Kota

Pengadaan /  Pemeliharaan /  Reh 
abilitasi Sarana dan Prasarana 
dalam Pengelolaan Kawasan 
Wisata Strategis Pariwisata 
Kabupaten /  Kota

Peningkatan Daya Tarik 
Wisatawan

5.471.537.000
Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olal 

Raga

9. Penyediaan dan 
Fengembangan 
Sarana Pertanian

Penyediaan Benih/Bibit 
Ternak dan Hijauan Pakan 
Tem ak yang Sumbemya 1 
(satu) Daerah Kabupaten 
/Kota Lain

Pengadaan Bibit Tem ak yang 
Sumbemya dari Daerah 
Kabupaten/Kota Lain

Meningkatnya Pendapatan 
Petemak

2.566.113.600
Dinas Ketahanan 

Pangan dan 
Pertanian

10.

Program Pencegahan, 
Penanggulangan, 
Penyelamatan 
Kebakaran dan 
Penyelamatan non 
Kebakaran

Pencegahan, Pengendalian, 
Pemadaman, Penyelamatanda 
n Penanganan Bahan 
Berbahaya dan Beracun 
Kebakaran dalam Daerah 
Kabupaten /  Kota

Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pencegahan, 
Penanggulangan Kebakaran 
dan Alat Pelindung Diri

Meningkatnya penanganan 
pencegahan kebaran dari bahan 
bahaya dan beracun

4.558.000.000

Satuan Polisi 
Pamong Praja dai 

Pemadam 
Kebakaran
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